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PRINSIP PENGADAAN Barang Milik Daerah

Efisien Efektif

Transparan dan 
Terbuka

Bersaing

Adil Akuntabel
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BARANG MILIK DAERAHBARANG MILIK DAERAHBARANG MILIK DAERAHBARANG MILIK DAERAH

BMD

APBD

Belanja Modal

Belanja Barang

PEROLEHAN LAIN 
YANG SAH

Hibah/sumbangan

Perjanjian/kontrak

Peraturan 
perundang-undangan

Keputusan 
pengadilan

Divestasi

Dilarang digadaikan/dijaminkan 

untuk mendapatkan pinjaman 

atau diserahkan kepada pihak lain 

sebagai pembayaran atas tagihan 

kepada pemda

Tidak dapat disita sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan

Dilengkapi

dokumen

pengadaan

Dilengkapi

dokumen

perolehan
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PENGADAAN Barang Milik Daerah

Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,

kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012   (Perubahan Kedua)

Peraturan Presiden No. 172 Tahun 2014 (Perubahan Ketiga)

Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 (Perubahan Keempat)

Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011   (Perubahan Pertama)
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DEFINISI
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Prepres No. 54/2010, Bab I, pasal 1, ayat (1) :

Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat

Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai

dari perencanaan kebutuhan sampai

diselesaikannya seluruh kegiatan untuk

memperoleh Barang/Jasa.

Pelaksanaan Barang/Jasa :

a. Swakelola

b. Pemilihan Penyedia

Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

a. Barang

b. Pekerjaan Konstruksi

c. Jasa Konsultasi

d. Jasa Lainnya



Tatacara pelaksanaan pengadaan
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Cara Cara Cara Cara 

PelaksanaanPelaksanaanPelaksanaanPelaksanaan

PengadaanPengadaanPengadaanPengadaan

PemerintahPemerintahPemerintahPemerintah

PengadaanPengadaanPengadaanPengadaan yang yang yang yang dilaksanakandilaksanakandilaksanakandilaksanakan oleholeholeholeh penyediapenyediapenyediapenyedia

barangbarangbarangbarang////jasajasajasajasa

PengadaanPengadaanPengadaanPengadaan dengandengandengandengan swakelolaswakelolaswakelolaswakelola

SwakelolaSwakelolaSwakelolaSwakelola oleholeholeholeh PenggunaPenggunaPenggunaPengguna BarangBarangBarangBarang////JasaJasaJasaJasa....

SwakelolaSwakelolaSwakelolaSwakelola oleholeholeholeh InstansiInstansiInstansiInstansi PemerintahPemerintahPemerintahPemerintah Lain.Lain.Lain.Lain.

SwakelolaSwakelolaSwakelolaSwakelola oleholeholeholeh KelompokKelompokKelompokKelompok Masyarakat/LSM Masyarakat/LSM Masyarakat/LSM Masyarakat/LSM 

PenerimaPenerimaPenerimaPenerima HibahHibahHibahHibah

BarangBarangBarangBarang////KonstruksiKonstruksiKonstruksiKonstruksi////lainnyalainnyalainnyalainnya ::::

PelelanganPelelanganPelelanganPelelangan UmumUmumUmumUmum

PelelanganPelelanganPelelanganPelelangan TerbatasTerbatasTerbatasTerbatas

PemilihanPemilihanPemilihanPemilihan LangsungLangsungLangsungLangsung

PenunjukanPenunjukanPenunjukanPenunjukan LangsungLangsungLangsungLangsung

JasaJasaJasaJasa KonsultansiKonsultansiKonsultansiKonsultansi ::::

SeleksiSeleksiSeleksiSeleksi UmumUmumUmumUmum

SeleksiSeleksiSeleksiSeleksi TerbatasTerbatasTerbatasTerbatas

SeleksiSeleksiSeleksiSeleksi LangsungLangsungLangsungLangsung

PenunjukanPenunjukanPenunjukanPenunjukan LangsungLangsungLangsungLangsung

JENIS KONTRAK DAN PENETAPAN JENIS KONTRAK
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sumber pendanaan

kontrak pengadaan tunggal;

kontrak pengadaan bersama.

pekerjaan tunggal

tahun tunggal

jenis pekerjaan

pekerjaan terintegrasi

cara pembayaran

lump sum

harga satuan

gabungan lump sum dan harga
satuan

terima jadi (turnkey)

Persentase

pembebanan tahun
anggaran

tahun jamak



JENIS KONTRAK DAN BUKTI PERJANJIAN 
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Bukti Pembelian

(nilainya s.d.          
10 juta)

Kuitansi

(nilainya diatas 10 
juta s.d 50 juta)

Surat Perintah 
Kerja (SPK)

Surat Perjanjian Bukti Perjanjian

• Pengadaan Jasa Konsultansi nilainya

diatas 50 juta

• Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa

Lainnya nilai diatas 200 juta

• Pengadaan Jasa Konsultansi s.d 50 juta

• Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa

Lainnya nilainya diatas 50 juta s.d 200 juta

PENGADAAN Barang Milik Daerah

Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil

pengadaan barang milik daerah kepada Gub/ Bup/Wali melalui

Pengelola Barang milik daerah untuk ditetapkan status 

penggunaannya

Laporan hasil pengadaan barang milik daerah, terdiri dari

laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan

10

PMDN 19 dan 108 Tahun 2016 belum memberikan contoh

format Laporan Hasil Pengadaan BMD



LAMPIRAN 4 PMDN 17 TAHUN 2007
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REKA LAPORAN HASIL PENGADAAN BMD
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REKA LAPORAN HASIL PEROLEHAN BMD


